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Abstrak

Penelitian ini menguji indikasi kecurangan pelaporan keuangan pada entitas Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024 dengan mengadopsi
kerangka Fraud Heptagon. Target keuangan, frekuensi rapat komite audit, opini audit, masa jabatan serta
rangkap jabatan direktur utama, pelatihan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), dan remunerasi
dewan direksi digunakan sebagai proksi variabel penelitian. Melalui pendekatan kuantitatif asosiatif
terhadap 45 sampel observasi dengan analisis regresi logistik, hasil empiris merepresentasikan bahwa
seluruh variabel independen tersebut tidak memengaruhi kecurangan pelaporan keuangan. Temuan ini
mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas eksplanatori model Heptagon ketika diterapkan pada
konteks BUMN yang berkarakteristik kelembagaan, regulasi, dan pengelolaan publik yang spesifik. Hal
ini menyebabkan hubungan kausal yang diasumsikan dalam konseptualisasi awal model tersebut tidak
sepenuhnya terkonfirmasi secara empiris. Secara teoretis, hasil ini menekankan pentingnya memahami
perilaku kecurangan secara kontekstual, sementara secara praktis, penelitian ini mendorong perlunya
evaluasi terintegrasi antara indikator keuangan dan mekanisme tata kelola dalam upaya deteksi dini
kecurangan pelaporan keuangan pada entitas negara.

Kata Kunci: Fraud Heptagon, Kecurangan Pelaporan Keuangan

PENDAHULUAN

Praktik kecurangan terbukti telah mengakibatkan kerugian signifikan, khususnya yang
berkaitan dengan kecurangan pada pelaporan keuangan. Association of Certified Fraud
Examiners (2024) telah melaporkan kerugian sebesar $766.000 yang disebabkan oleh
kecurangan pelaporan keuangan, berdasarkan data tersebut kecurangan jenis ini memiliki
dampak kerugian tertinggi dibandingkan dengan jenis kecurangan lainnya. Tingkat kerugian
yang signifikan tersebut tidak hanya berdampak secara finansial, namun juga berpotensi
menurunkan reputasi perusahaan serta melemahkan kepercayaan investor dan pemangku
kepentingan. Secara konseptual, kecurangan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai bentuk
penyajian laporan keuangan yang yang secara sengaja mengandung informasi yang tidak
akurat, ditujukan untuk menipu pengguna laporan keuangan dan mengakibatkan kerugian
bagi penggunanya (Mahsun, 2023).

Negara Indonesia, meskipun telah memiliki regulasi dan pengawasan yang berlapis, tetap
tidak terkecualikan dari praktik kecurangan pelaporan keuangan. Sejumlah kasus bahkan
mencatat keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), contohnya seperti kasus PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk yang diduga telah melakukan kecurangan sepanjang tahun
2016-2018 yang melibatkan manajemen tingkat atas, kasus ini ditaksir merugikan negara
sebesar 431 miliar rupiah (Tempo, 2025). Selanjutnya, PT Indofarma Tbk yang melakukan
manipulasi laporan keuangan perusahaan induk dan anak sepanjang tahun 2020-2023 yang
berpotensi merugikan negara hingga Rp371,8 miliar rupiah (Djailani, 2024). Kemudian, PT
Timah Tbk yang tidak mencatat harga jual logam timah yang sebenarnya dan juga terdapat
transaksi pengeluaran sewa smelter yang tidak dicatat pada laporan keuangan perusahaan
periode 2017-2020, hal ini menimbulkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah (Budi, 2024;
Tempo, 2024).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebutkan memiliki rekam audit yang telah
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dilakukan sebelumnya. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara hasil audit dan temuan
kecurangan yang terungkap. Fenomena kecurangan pelaporan keuangan membuktikan
keberadaan aturan dan pengendalian formal belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya
kecurangan, diperlukan penelaahan yang lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mendorong
kecurangan pelaporan keuangan. BUMN merupakan badan usaha yang langsung berada
dibawah pengawasan pemerintah, dengan maraknya kasus kecurangan pelaporan keuangan
tersebut menjadikan fenomena ini menarik untuk diteliti.

Berbagai teori kecurangan telah dikemukakan guna mengungkap alasan dibalik fenomena
kecurangan pelaporan keuangan. Salah satu pengembangan teori yang berupaya mengungkap
faktor penyebab kecurangan pelaporan keuangan adalah Fraud Heptagon Theory yang
dikemukakan oleh Yusof et al. (2015). Fraud Heptagon mengintegrasikan berbagai elemen
kecurangan guna menggambarkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait faktor
terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Model ini mencakup tujuh faktor penyebab
kecurangan yakni tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, sikap arogan,
ketidaktahuan dan keserakahan.

Tekanan didefinisikan sebagai dorongan yang mengharuskan seseorang untuk
menyesuaikan diri terhadap tujuan yang ada (Cressey, 1971). Tekanan diasumsikan dapat
mendorong seseorang melakukan tindakan apapun untuk mencapai tujuannya meskipun
harus melalui tindak kecurangan. Tekanan dikaitkan dengan adanya target keuangan. Salah
satu indikator pengukuran yang sering dijadikan acuan dalam menetapkan target keuangan
perusahaan yaitu rasio Return on Assets (ROA). Tingkat ROA yang rendah merepresentasikan
perusahaan dalam setahun belum mampu memanfaatkan asetnya secara optimal untuk
menghasilkan keuntungan (Aditya, 2025). Hal ini mengindikasikan tingginya tekanan yang
berpotensi berujung dilakukannya manipulasi data keuangan. Sejalan dengan penelitian
Aditya (2025), Burlacu et al. (2025), Chandra et al. (2023) dan Fathmaningrum & Anggarani
(2021). Perbedaan diungkapkan oleh Sari, et al. (2020) yang menjelaskan bahwa target keuangan
tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap indikasi kecurangan pelaporan keuangan.

Beranjak dari dorongan internal tersebut, aspek kesempatan sebagai peluang yang bisa
dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu akibat lemahnya sistem pengawasan (Mahsun,
2023; Adib et al., 2024). Tingkat efektivitas pengawasan diproksikan dengan frekuensi rapat
komite audit yang diselenggarakan. Intensitas rapat yang rendah diduga meningkatkan
kesempatan melakukan kecurangan pelaporan keuangan, hal ini dibuktikan melalui hasil
penelitian Putri et al. (2024) dan Virani & Khairani (2023). Sebaliknya, Soesanto et al. (2024) dan
Ruchiatna et al. (2020) menemukan tidak adanya pengaruh antara jumlah rapat komite audit
dengan kecurangan pelaporan keuangan.

Berikutnya, rasionalisasi merupakan tindakan psikologis yang memberikan dorongan
kepada seseorang untuk melakukan kecurangan (Cressey, 1971). Rasionalisasi diartikan sebagai
upaya yang muncul untuk menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah sebuah
kecurangan (Mahsun, 2023). Rasionalisasi diproksikan oleh opini auditor. Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) diduga dapat membentuk pola rasionalisasi positif dalam perilaku
manajemen. Semakin sering suatu perusahaan memperoleh opini WTP maka diasumsikan
semakin besar keinginan manajemen untuk mempertahankan opini wajar tersebut. Premis dini
didukung Artana et al. (2023), Preicilia et al. (2022), dan Setiawan & Trisnawati (2022). Namun,
dibantah oleh Sukmadilaga et al. (2022) dan Irwandi et al. (2019) yang menyimpulkan opini
audit tidak memiliki kaitan langsung dengan perilaku kecurangan.

Kecurangan tidak hanya membutuhkan niat dan kesempatan, tetapi juga kemampuan
(Satata et al, 2024). Kemampuan menunjukkan bahwa pelaku memiliki sarana dan
keterampilan untuk mewujudkan tindakan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Proksi
untuk mengukur kemampuan individu adalah dari lamanya direktur utama menjabat. Semakin
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lama direktur utama menduduki jabatannya maka diasumsikan semakin besar pula
kemampuan untuk melakukan tindak kecurangan pada pelaporan keuangan. Asumsi ini
dibuktikan pada hasil penelitian Wang et al. (2023) dan Silaban & Zainal (2021), sebaliknya
Insani (2023) membuktikan tidak ada kaitannya lama masa jabatan posisi direktur utama dalam
meningkatkan potensi kecurangan pada pelaporan keuangan.

Faktor lainnya yang memperkuat perilaku kecurangan adalah arogansi, yang mencerminkan
sikap superioritas yang dimiliki oleh individu. Sikap superioritas kemudian diduga mendorong
individu untuk melakukan tindakan kecurangan dengan percaya diri dan membuat individu
merasa bahwa dirinya tidak dapat dijerat oleh hukum (Crowe, 2011). Sikap arogansi
dicerminkan melalui rangkap jabatan direktur utama, diasumsikan dengan terdapatnya
direktur utama yang merangkap jabatan maka semakin tinggi pula sikap superioritas direktur
utama dan menjadikannya mampu melakukan tindakan kecurangan pada pelaporan
keuangan. Rangkap jabatan direktur utama terhadap kecurangan pelaporan keuangan ini
dijelaskan dalam penelitian Shaleh & Thamrin (2025) dan Fabian & Challen (2025). Sebaliknya,
pada penelitian Insani (2023) dan Preicilia et al. (2022) mengisyaratkan bahwa rangkap jabatan
tidak menjadi tolak ukur ego seseorang sehingga tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap
kecurangan pelaporan keuangan.

Kemudian, ketidaktahuan adalah bentuk kurangnya pemahaman, kesadaran, dan perhatian
individu akan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Yusof et al., 2015). Berbeda dari
beberapa faktor sebelumnya yang berasal dari tindakan jahat demi keuntungan sepihak, maka
faktor ini berasal dari ketidaktahuan pelaku. Ketidaktahuan merujuk pada kondisi ketika
individu tidak memiliki suatu pengetahuan yang memumpuni ataupun kurangnya
pemahaman terhadap suatu topik (Cambridge, 2025). Ketidaktahuan bukan hanya menjadi
kelemahan, tetapi juga peluang bagi pelaku kecurangan untuk melakukan manipulasi tanpa
terdeteksi (Yusof et al., 2015). Yusof et al. (2015) meneliti perusahaan Milik Negara di Malaysia
dan ditemukan adanya pengaruh antara banyaknya pelatihan tata kelola perusahaan yang baik
bagi dewan direksi dengan potensi kecurangan pelaporan keuangan. Namun, temuan
penelitian Pamungkas, & Irwandi (2024) dan Satata, Sumaryani, Pamungkas, & Minarso (2024)
menyatakan bahwa faktor ketidaktahuan menggunakan pelatihan dewan direksi tidak
mengindikasikan adanya korelasi terhadap kecurangan pada pelaporan keuangan.

Terakhir, keserakahan sebagai bentuk keinginan yang berlebihan untuk memperoleh
keuntungan atau kompensasi pribadi yang tidak sesuai dengan kinerja. Yusof et al. (2015)
menjelaskan bahwa manajemen diduga kerap melakukan manipulasi laporan keuangan agar
indikator kinerjanya tercapai dan memuaskan, sehingga insentif yang didapat tidak hangus
atau mengalami penurunan. Keserakahan diproksikan oleh variabel jumlah remunerasi dewan
direksi. Yusof et al. (2015) menemukan fakta pada Badan Usaha Milik Negara Malaysia, bahwa
semakin tinggi jumlah remunerasi dewan direksi, maka semakin besar juga kecenderungan
untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Hal berbeda diungkapkan oleh
Pamungkas, & Irwandi (2024) dan Satata, Sumaryani, Pamungkas, & Minarso (2024) yang
menyatakan bahwa faktor keserakahan menggunakan indikator jumlah remunerasi tidak
mengindikasikan adanya pengaruh terhadap kecurangan pada pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi empiris dari Sari Putri (2024), dengan menambahkan
faktor ketidaktahuan dan keserakahan sebagai determinan kecurangan pelaporan keuangan.
Penambahan faktor ketidaktahuan relevan karena kecurangan tidak selalu bersifat intensional,
tetapi dapat dipicu oleh keterbatasan pemahaman terhadap standar akuntansi, kompleksitas
regulasi, dan dinamika tata kelola. Sementara itu, keserakahan merepresentasikan dorongan
oportunistik personal yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam dimensi target keuangan.
Inkonsistensi pada temuan penelitian sebelumnya mengindikasikan perlunya kerangka analisis
yang mampu menangkap dimensi perilaku, struktural, dan manajerial secara lebih
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komprehensif. Penelitian ini menempatkan Fraud Heptagon sebagai kerangka analisis untuk
memahami kecurangan pelaporan keuangan secara lebih mendalam, sekaligus mengisi
kesenjangan penelitian dalam konteks Badan Usaha Milik Negara Indonesia. Bertujuan untuk
menguji dan menganalisis faktor dari Fraud Heptagon Theory , penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi teoretis serta praktis dalam mendeteksi kecurangan pelaporan
keuangan khususnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Temuan
penelitian diharapkan bermanfaat bagi akademisi, manajemen, dan investor dalam
meningkatkan pemahaman serta pengawasan terhadap pendeteksian praktik kecurangan
pelaporan keuangan di BUMN.

Tekanan dan Kecurangan pada Pelaporan Keuangan

Target keuangan diduga mendorong terjadinya kecurangan pada pelaporan keuangan. Pada
BUMN, tekanan tersebut muncul tidak hanya dari target kinerja internal, tetapi juga dari
tuntutan pemerintah sebagai pemegang saham utama untuk menjaga profitabilitas dan efisiensi
aset. Kemampuan perusahaan diukur menggunakan rasio Return on Assets (ROA) untuk
menilai tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset. ROA
yang rendah mencerminkan rendahnya efektivitas pemanfaatan aset dan berpotensi
meningkatkan tekanan bagi manajemen untuk memenubhi target kinerja, sehingga mendorong
terjadinya kecurangan pelaporan keuangan (Aditya, 2025). Semakin rendah rasio perputaran
aset maka diduga semakin meningkatkan potensi untuk melakukan tindak kecurangan
pelaporan keuangan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh temuan penelitian Aditya (2025),
Burlacu et al. (2025), Chandra et al. (2023) dan Fathmaningrum & Anggarani (2021). Hipotesis
pertama (H1) dijabarkan sebagai berikut:
H1: Target keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan pada pelaporan keuangan.
Kesempatan dan Kecurangan pada Pelaporan Keuangan

Kesempatan terjadinya kecurangan muncul akibat lemahnya sistem pengawasan. Pada
BUMN, efektivitas pengawasan menjadi krusial mengingat kompleksitas operasional dan
besarnya pengelolaan aset publik. Ketidakefektifan sistem pengawasan membuka jalan bagi
manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan (Adib et al., 2024). Frekuensi rapat
komite audit digunakan sebagai indikator efektivitas pengawasan, rapat yang jarang
diselenggarakan mencerminkan lemahnya fungsi monitoring. Kondisi ini diduga
meningkatkan kesempatan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Asumsi ini didukung
dengan temuan penelitian oleh Putri ef al. (2024) dan Virani & Khairani (2023). Hipotesis kedua
(H2) dijabarkan sebagai berikut:
H2: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kecurangan pada pelaporan
keuangan.
Rasionalisasi dan Kecurangan pada Pelaporan Keuangan

Rasionalisasi dalam penelitian ini diproksikan melalui opini audit. Pada BUMN, opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) sering dipersepsikan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan
dan akuntabilitas kepada publik. Pemberian opini WIP secara berulang dapat membentuk
rasionalisasi positif melalui manajemen yang terdorong untuk mempertahankan opini wajar
tersebut. Kondisi ini menyebabkan manajemen lebih hati-hati dalam melaporkan laporan
keuangan sehingga berpotensi menurunkan indikasi kecurangan pelaporan keuangan.
Penelitian mengidentifikasikan opini audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan pada
pelaporan keuangan, pernyataan ini sejalan dengan temuan penelitian Artana et al. (2023),
Preicilia et al. (2022), dan Setiawan & Trisnawati (2022). Hipotesis ketiga (H3) dijabarkan sebagai
berikut:
H3: Opini Audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan pada pelaporan keuangan.
Kemampuan dan Kecurangan pada Pelaporan Keuangan

Kemampuan menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya memiliki niat, tetapi juga sarana dan
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keterampilan untuk merealisasikan kecurangan tersebut (Wolfe & Hermanson, 2004). Pada
entitas BUMN, kemampuan manajerial tercermin dari lamanya masa jabatan direktur utama.
Semakin lama direktur utama menjabat, diasumsikan semakin besar akumulasi pengalaman,
pengaruh, dan pemahaman terhadap sistem internal perusahaan, yang berpotensi
meningkatkan kemampuan untuk melakukan manipulasi pelaporan keuangan. Asumsi
tersebut selaras dengan penelitian Wang et al. (2023) dan Silaban & Zainal (2021). Hipotesis
keempat (H4) adalah:
H4: Masa jabatan direktur utama berpengaruh positif terhadap kecurangan pada pelaporan
keuangan.
Sikap Arogan dan Kecurangan pada Pelaporan Keuangan

Sikap arogan mencerminkan superioritas individu yang dapat menimbulkan keyakinan
berlebihan serta persepsi kebal terhadap konsekuensi hukum (Crowe, 2011). Jika dikaitkan
dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), arogansi manajerial mencerminkan struktur
organisasi yang hierarkis serta tingginya konsentrasi kewenangan pada pimpinan puncak.
Sikap arogansi tersebut direfleksikan melalui praktik rangkap jabatan direktur utama, yang
diasumsikan dapat memperkuat dominasi pengambilan keputusan dan melemahkan
mekanisme pengawasan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan peluang terjadinya kecurangan
pada pelaporan keuangan. Pernyataan ini selaras dengan temuan penelitian Shaleh & Thamrin
(2025) dan Fabian & Challen (2025). Hasil penelitian terdahulu kemudian menjadi dasar dari
pengembangan hipotesis penelitian berikut:
H5: Rangkap jabatan direktur utama berpengaruh positif terhadap kecurangan pada pelaporan
keuangan.
Ketidaktahuan dan Kecurangan pada Pelaporan Keuangan

Ketidaktahuan tidak hanya menjadi kelemahan, tetapi juga membuka peluang terjadinya
kecurangan karena rendahnya kemampuan individu dalam mengenali dan mencegah praktik
manipulatif (Yusof et al., 2015). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membekali setiap individu
di dalamnya pengetahuan mendasar yang krusial berkaitan dengan implementasi tata kelola
perusahaan yang baik. Penelitian Yusof et al. (2015) dilakukan pada perusahaan Milik Negara
Malaysia menemukan bahwa tingkat pelatihan tata kelola perusahaan yang diikuti dewan
direksi berhubungan dengan potensi kecurangan pelaporan keuangan. Rendahnya intensitas
pelatihan GCG diasumsikan meningkatkan tingkat ketidaktahuan terhadap mekanisme
pelaporan keuangan, yang berpotensi berujung pada salah saji laporan keuangan. Berdasarkan
uraian tersebut, hipotesis keenam (H6) dirumuskan sebagai berikut:
Hé6: Pelatihan tata kelola perusahaan yang baik bagi dewan direksi berpengaruh positif
terhadap kecurangan pada pelaporan keuangan.
Keserakahan dan Kecurangan pada Pelaporan Keuangan

Keserakahan merefleksikan dorongan berlebihan untuk memperoleh keuntungan atau
kompensasi pribadi yang tidak selalu sebanding dengan kinerja aktual. Fraud Heptagon
menjelaskan keserakahan dapat memicu manajemen merealisasikan tindak manipulasi laporan
keuangan guna memastikan pencapaian indikator kerja dan mempertahankan tingkat insentif
yang diterima (Yusof et al. 2015). Yusof et al. (2015) menemukan fakta pada perusahaan Milik
Negara Malaysia, bahwa semakin besar jumlah remunerasi dewan direksi, maka semakin besar
juga kecenderungan untuk melakukan tindak manipulasi laporan keuangan. Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) Indonesia juga menetapkan remunerasi dewan direksi dengan target
kinerja tertentu. Oleh karena itu, keserakahan dalam penelitian ini diproksikan melalui jumlah
remunerasi dewan direksi. Hipotesis ketujuh (H7) penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H7: Jumlah remunerasi dewan direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan pada
pelaporan keuangan.
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METODE PENELITIAN
Jenis pendekatan kuantitatif asosiatif diterapkan dalam penelitian ini. Populasi penelitian
mencakup entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
(BEI) tahun 2022-2024. Sampel sebanyak 45 (15 perusahaan x 3 tahun) dipilih dengan metode
purposive sampling. Teknik analisis regresi logistik digunakan dalam menganalisis data statistik.
Tabel 1. Kriteria Purposive Sampling

Kriteria Total

Entitas BUMN yang tercatat di BEI periode 2022-2024 27
Entitas yang tidak menerbitkan laporan tahunan pada website masing-masing 0
perusahaan ataupun BEI terhitung sejak 2022-2024

Entitas yang tidak memiliki kelengkapan data terkait variabel penelitian ini 9
Entitas yang menerbitkan laporan tahunan dalam mata uang asing 3)
Jumlah objek yang sesuai kriteria sampel 15
Sampel akhir yang digunakan (15 x 3) 45

Sumber: Data sekunder diolah peneliti (2026)
Tabel 2. Definisi Operasional & Pengukuran Variabel

Variabel Definisi Pengukuran Sumber

Variabel Dependen :

Kekeliruan  yang  sengaja
dilakukan  pada  penyajian

Kecurangan laporan  keuangan dengan F-Score = .
. y Accrual Quality Dechow et al.
pelaporan keuangan tujuan untuk menipu pengguna . .
+ Financial (2011)
(Y) laporan keuangan dan
. . . Performance

mengakibatkan kerugian bagi

penggunanya.
Variabel
Independen:

Dorongan yang dapat
menjadikan individu untuk
melakukan tindakan apapun

Tekanan (X1) . . Return on Asset Aditya (2025)
guns mencapai  tujuannya
meskipun harus melalui tindak
kecurangan.
Sebuah peluang atau celah yang  Frekuensi Rapat Putri ef al
Kesempatan (X2) bisa  dimanfaatkan  untuk  Komite Audit (2024) '

mencapai tujuan tertentu.

Upaya  pembenaran  yang

muncul untuk menyatakan Silaban &

Rasionalisasi (X3) Dummy Variable

bahwa tindakan yang dilakukan Zainal (2021)
bukanlah sebuah kecurangan.
Potensi vyang dimiliki oleh Masa Jabatan Artana et al.
Kemampuan (X4) individu. e Direktur Utama (2023)
Tingkat keyakinan individu
terhadap superioritas diri yang Fabian &
Sikap Arogan (X5) menyebabkan pengabaian ~ Dummy Variable ~ Challen
terhadap pengendalian internal (2025)
dan risiko sanksi hukum.
Ketidaktahuan (X6) = Kondisi ketika individu tidak  Pelatihan tata Yusof et al.
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Variabel Definisi Pengukuran Sumber
memiliki suatu pengetahuan  kelola perusahaan (2015)
yang memumpuni. yang baik bagi

dewan

direksi/Jumlah

direksi
Bentuk keinginan yang  Jumlah
berlebihan untuk memperoleh  remunerasi Yy

. usof et al.
Keserakahan (X7) keuntungan atau kompensasi  dewan (2015)

pribadi yang tidak sesuai  direksi/Laba
dengan kinerja. Bersih

Sumber: Data sekunder diolah dari berbagai sumber (2026)

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data statistik deskriptif ditampilkan pada Tabel 3. Mencakup nilai minimum, maksimum,
rata-rata, dan standar deviasi seluruh variabel independen dan variabel dependen.
Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel N Min Maks Rata-Rata Std. Deviasi
Fraud 45 .00 1.00 1333 .34378
Press 45 -949.00 282.00 -14.7333 190.99743
Opport 45 5.00 101.00 28.4222 17.89425
Ratio 45 .00 1.00 19333 25226
Capab 45 1.00 9.00 3.0889 2.03182
Arrog 45 .00 1.00 3111 46818
Ignore 45 .00 100.00 30.6667 38.13791
Greed 45 -206.00 1967.00 104.4000 345.24223

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan SPSS versi 31 (2026)
Data empiris kecurangan pelaporan keuangan pada BUMN selama periode 2022-2024
disajikan pada Tabel 4. Skor 1 mengindikasikan adanya kecurangan dan skor 0 tidak ada

indikasi kecurangan.

Tabel 4. Kecurangan pada pelaporan keuangan (F-Score)

Kecurangan pada pelaporan keuangan

No Kode Perusahaan
2022 2023 2024

1 PTBA 0 0 0
2 ELSA 0 0 0
3 TLKM 0 0 0
4 JSMR 0 1 1
5 PTPP 0 0 0
6 PPRO 0 0 0
7 WIKA 0 0 0
8 ADHI 0 0 0
9 TINS 1 0 1
10 ANTM 0 0 0
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11 SMGR 0 0 0
12 SMBR 0 0 0
13  WSBP 1 0 0
14  KAEF 0 0 0
15  INAF 0 0 1

Sumber: Data Sekunder diolah oleh peneliti (2026)

Kelayakan model regresi logistik dilihat melalui Uji Hosmer dan Lemeshow pada Tabel 5.
Hasil memperlihatkan nilai signifikasi uji Hosmer dan Lemeshow adalah 0.896 > tingkat
signifikasi (a=5% atau 0.05). Berdasarkan angka tersebut, disimpulkan model telah fit dan
sesuai data observasinya.

Tabel 5. Uji Hosmer and Lemeshow
Step Chi-square df Sig.
1 2.878 7 896
Sumber: Data sekunder diolah menggunakan SPSS versi 31 (2026)

Matriks korelasi pada Tabel 6 memperlihatkan tidak ada koefisien korelasi tiap-tiap variabel
independen diatas 0,95, dapat disimpulkan bahwa data empiris tidak mengandung indikasi
multikolinearitas pada model. Model regresi layak digunakan sebagai dasar analisis
selanjutnya.

Tabel 6. Matriks Korelasi

Constant Press Opport Ratio Capab Arrog Ignore Greed
Constant 1.000 721 -376 -.804 047 -.527 =222 -.074
Press 721 1.000 -152 -.752 172 -.439 133 -183
Opport -376 -152 1.000 -.080 -128 351 279 028
Ratio -.804 -752 -.080 1.000 -.266 318 -.026 061
Capab .047 172 -128 -.266 1.000 -253 -193 -143
Arrog -.527 -.439 351 318 -.253 1.000 065 281
Ignore -222 133 279 -.026 -193 065 1.000 -196
Greed -.074 -183 028 .061 -143 281 -.196 1.000

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan SPSS versi 31 (2026)

Model awal memiliki nilai -2Log Likelihood sebesar 35,341 (Tabel 7). Setelah estimasi model
dilakukan, nilai tersebut menurun menjadi 28,848 (Tabel 8). Selisih penurunan sebesar 6,493
menunjukkan bahwa model regresi menjadi lebih sesuai dengan data setelah variabel
independen diikutsertakan.

Tabel 7. Uji Menilai Keseluruhan Model Step 0

Iteration -2LogL Coefficients Constant
Step 0 1 36.282 -1.467
2 35.354 -1.822
3 35.341 -1.871
4 35.341 -1.872

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan SPSS versi 31 (2026)
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Tabel 8. Uji Menilai Keseluruhan Model Step 1

Iteration -2 Log Coefficients
likelihood Constant Press Opport Ratio Capab Arrog Ignore Greed
Step 1 32.333 -972 .001 023 -1.680  .065 .288 .006 .000

1

2 29.808 -1.153 .002 .035 -2.670 110 416 .010 -.001
3 29.325 -1.175 .002 .039 -2.997 130 .383 012 -.002
4 28946 -1.125 .002 .038 -3.003 138 .240 .013 -.005
5
6
7

28.850 -1.081  .003 .038 -3.046 146 147 014 -.007

28.848 -1.071  .003 .038 -3.070 149 136 014 -.007

28.848 -1.071  .003 .038 -3.071 149 136 014 -.007
Sumber: Data sekunder diolah menggunakan SPSS versi 31 (2026)

Nilai signifikansi uji model koefisien secara simultan pada Tabel 9 sebesar 0,488 (> 0,05).
Hasil menunjukkan bahwa model penelitian tidak signifikan secara statistik, sehingga secara
keseluruhan model belum mampu menjelaskan potensi kecurangan pelaporan keuangan pada
objek yang diamati.

Tabel 9. Uji Model Koefisien Secara Simultan

Chi-square df Sig.

Step 1 Step 6.492 7 484
Block 0.492 7 484

Model 6.492 7 484

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan SPSS versi 31 (2026)

Berdasarkan uji koefisien secara parsial pada Tabel 10, seluruh variabel independen yang
diteliti menunjukkan tingkat signifikansi > 0,05. Disimpulkan bahwa variabel tekanan,
kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, sikap arogan, ketidaktahuan, dan keserakahan tidak
berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Tabel 10. Uji Model Koefisien Secara Parsial

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Ket.

Step1a  Press .003 .004 481 1 488 1.003 Ditolak
Opport .038 026  2.074 1 150 1.039 Ditolak

Ratio -3.071 2.355 1.700 1 192 .046 Ditolak

Capab 149 222 449 1 503 1.160 Ditolak

Arrog 136 1.256 .012 1 914 1.146 Ditolak

Ignore 014 .014 1.081 1 .298 1.014 Ditolak

Greed -.007 .008 770 1 .380 993 Ditolak

Constant -1.071 2.417 196 1 .658 343 Ditolak

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan SPSS versi 31 (2026)

Tekanan Terhadap Kecurangan pada pelaporan keuangan

Uji koefisien secara parsial menunjukkan bahwa tekanan memiliki beta koefiensi sebesar
0,003 dengan tingkat signifikasi 0,488 > 0,05 sehingga hipotesis pertama ditolak. Kecurangan
pada pelaporan keuangan tidak dipengaruhi oleh target keuangan berupa ROA, didukung
penelitian Wijaya & Indriyani (2025) dan Sari et al. (2020) yang menuturkan bahwa tidak adanya
korelasi yang signifikan antara target keuangan dan kecurangan pada pelaporan keuangan.

Tekanan dicerminkan dengan target keuangan berupa ROA tidak selalu menjadi beban bagi
pihak manajemen perusahaan, ini dibuktikan dengan masih banyaknya perusahaan yang
melaporkan kerugian pada tahun berjalan dan tidak berusaha menyembunyikannya (Sari et al.,
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2020). Pertimbangan terhadap faktor lain menjadi relevan, sebab BUMN tidak berdiri semata
sebagai entitas pencari laba, melainkan juga mengemban fungsi publik dan kepentingan
negara. Akibatnya, capaian ROA sering kali bukan prioritas utama, sehingga manajemen tidak
merasakan tekanan berlebih untuk memanipulasi laporan keuangan demi menampilkan
profitabilitas yang tinggi.

Bukti empiris mengungkap bahwa perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan
pada pelaporan keuangan tidak selalu menunjukkan tingkat ROA yang rendah. Sebagai contoh,
JSMR pada periode 2023-2024 terindikasi melakukan kecurangan pada pelaporan keuangan
meskipun rasio ROA perusahaan bernilai positif. Pola serupa juga terlihat pada TINS yang
terindikasi kecurangan pada tahun 2022 dan 2024 ketika ROA perusahaan masing-masing
bernilai positif, sementara pada tahun 2023 perusahaan tidak terindikasi kecurangan meskipun
mencatatkan ROA negatif. Selain itu, WSBP pada tahun 2022 terindikasi kecurangan pada
pelaporan keuangan meskipun memiliki ROA yang relatif tinggi dibandingkan beberapa
perusahaan lain dalam sampel. Sebaliknya, terdapat perusahaan dengan ROA negatif namun
tidak terindikasi kecurangan, seperti PPRO dan WIKA pada tahun 2023 dan 2024. Temuan ini
menegaskan bahwa tingkat ROA, baik positif maupun negatif, tidak secara konsisten berkaitan
dengan adanya indikasi kecurangan pada pelaporan keuangan.

Kesempatan Terhadap Kecurangan pada pelaporan keuangan

Uji koefisien parsial menunjukkan variabel kesempatan memiliki nilai beta koefiensi sebesar
0,038 dengan tingkat signifikasi pada tabel 10 adalah 0,150 > 0,05 sehingga hipotesis kedua
ditolak. Kesempatan jika diukur dengan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap
kecurangan pelaporan keuangan. Dibuktikan oleh penelitian Soesanto et al. (2024) dan
Ruchiatna et al. (2020) yang menyatakan bahwa tidak terdapatnya hubungan banyaknya jumlah
rapat komite audit terhadap kecurangan pada pelaporan keuangan.

Rapat yang sering dilakukan tidak selalu menghasilkan keputusan yang efektif untuk
mencegah kecurangan, sehingga tingginya jumlah rapat tidak menjamin perusahaan akan
bebas dari kecurangan (Soesanto et al., 2024). Pengawasan terhadap BUMN bersifat berlapis,
dengan melibatkan dewan komite audit, komisaris, Satuan Pengawasan Intern (SPI), auditor
eksternal, kementerian BUMN, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan yang
kompleks ini menyebabkan efektivitas pencegahan kecurangan pada pelaporan keuangan tidak
hanya ditentukan oleh frekuensi rapat dewan komite audit. Temuan penelitian ini
menyimpulkan bahwa frekuensi rapat dewan komite audit belum dapat dijadikan indikator
efektivitas pengawasan, sehingga tidak menunjukkan korelasinya dengan indikasi kecurangan
pada pelaporan keuangan.

Temuan pada data empiris menunjukkan perusahaan yang terindikasi dan tidak terindikasi
kecurangan memiliki frekuensi rapat komite audit yang relatif serupa, sehingga tidak
membentuk pola yang konsisten. TINS pada tahun 2022 diduga terindikasi kecurangan pada
pelaporan keuangan meskipun memiliki frekuensi rapat komite audit yang cukup tinggi yakni
sebanyak 62 kali rapat, begitu pula pada JSMR yang mana periode 2023-2024 terindikasi
kecurangan pada pelaporan keuangan meskipun komite audit perusahaan tersebut
melaksanakan rapat secara rutin dalam satu tahun buku dengan jumlah yang normal yakni 21
dan 39 kali. Selanjutnya, frekuensi rapat terendah pada PT SMBR tahun 2022, yang hanya
melaksanakan 5 kali rapat komite audit dan seluruh agendanya lebih bersifat koordinatif serta
administratif justru tidak terindikasi melakukan kecurangan pada pelaporan keuangan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah rapat yang sedikit tidak berarti bahwa pengawasan
menjadi lemah dan berakibat pada kecurangan pada pelaporan keuangan, sehingga frekuensi
rapat bukanlah faktor penentu kecurangan pada pelaporan keuangan.

Frekuensi rapat yang sangat tinggi juga tidak selalu menunjukkan pengawasan yang lebih
efektif. Contohnya, pada PT Adhi Karya tahun 2024 tercatat memiliki jumlah rapat komite audit
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terbanyak dalam dataset, yaitu sebanyak 101 kali, namun perusahaan tidak mengungkapkan
secara transparan baik tanggal terlaksana, isi, maupun substansi rapatnya. Hal ini menjelaskan
bahwa banyaknya rapat tidak selalu mencerminkan kualitas diskusi maupun kedalaman
pembahasan terkait isu-isu audit dan pengendalian internal. Rapat dapat dilakukan sebagai
formalitas tata kelola tanpa menghasilkan langkah konkret guna mengungkap dan menangkal
terjadinya kecurangan pada pelaporan keuangan.

Rasionalisasi Terhadap Kecurangan pada pelaporan keuangan

Hipotesis ketiga (H3) ditolak, berdasarkan hasil uji koefisien secara parsial diketahui nilai
beta koefisiensi sebesar -3,071 dan tingkat signifikasi 0,192 > 0,05. Rasionalisasi melalui opini
audit tidak memengaruhi kecurangan pada pelaporan keuangan, diungkapkan pula oleh
Sukmadilaga et al. (2022) dan Irwandi et al. (2019) yang mengemukakan bahwasanya faktor
rasionalisasi merupakan dorongan yang berasal dari individu, sehingga opini audit yang
merupakan hasil akhir dari sebuah proses pemeriksaan tidak dapat mencerminkan proses
rasionalisasi internal dari pelaku kecurangan.

Opini audit hanya menilai kewajaran laporan keuangan secara material sehingga manipulasi
kecil masih dapat terjadi tanpa mengubah opini tersebut. Opini audit tidak secara langsung
menunjukkan sisi psiokologis pelaku dalam membenarkan tindakan kecurangan, karena audit
tidak secara spesifik dirancang untuk mendeteksi kecurangan tingkat lanjut, sehingga informasi
mengenai kecurangan lebih banyak didapat dari pihak internal bukan pada opini auditor
eksternal. Opini audit pada BUMN lebih menggambarkan kepatuhan terhadap standar
pelaporan dan bukan pada kondisi keuangan yang benar-benar bebas dari manipulasi kecil,
inilah yang kemudian menyebabkan BUMN cenderung menerima opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) secara terus-menerus. Kesimpulannya, hasil opini yang baik tidak selalu
dapat menjamin tidak ada kecurangan pada proses pelaporan keuangan.

Data empiris membuktikan bahwa variabel opini audit memiliki karakteristik data yang
homogen yang mana hampir seluruh BUMN secara konsisten mendapatkan opini WTP. Hanya
terdapat 2 perusahaan yang memperoleh opini non WIP yaitu KAEF dan INAF. Maka
perusahaan yang terindikasi curang dan tidak terindikasi curang cenderung memperoleh opini
yang sama. Karakteristik data opini audit yang homogen tersebut, menyebabkan perubahan
tingkat kecurangan pada pelaporan keuangan yang teridentifikasi dalam data lebih banyak
dipengaruhi oleh faktor yang lain dibandingkan opini audit yang diterima oleh perusahaan.
Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa opini audit kurang tepat untuk dijadikan indikator
guna menilai kecurangan pada pelaporan keuangan.

Kemampuan Terhadap Kecurangan pada pelaporan keuangan

Hipotesis keempat (H4) ditolak dengan nilai beta koefisiensi sebesar 0,149 dan tingkat
signifikasi 0,503 > 0,05. Kemampuan melalui masa jabatan direktur utama tidak terbukti
memengaruhi kecurangan pelaporan keuangan, dibuktikan oleh penelitian Insani (2023) yang
berpendapat bahwa beberapa kasus kecurangan terkadang tidak hanya dilakukan oleh seorang
direktur utama, namun juga dilakukan oleh banyak pelaku yang bekerja sama sehingga dapat
terbebas dari pengawasan.

Keterlibatan banyak pihak dalam kecurangan pelaporan keuangan ini menyebabkan
lamanya seorang direktur utama menjabat tidak memiliki korelasi dengan kecurangan pada
pelaporan keuangan. Lamanya masa jabatan direktur utama memengaruhi kecurangan pada
pelaporan keuangan juga disebabkan karena pola pergantian kepemimpinan pada konteks
perusahaan BUMN, pola pergantian direktur utama dapat diklasifikasikan menjadi pergantian
secara periodik dan non periodik. Pergantian periodik terjadi karena berakhirnya masa jabatan,
sedangkan pergantian non periodik dipicu oleh kinerja, kebijakan pemerintah, atau kondisi
tertentu yang bersifat mendadak. Pola pergantian pimpinan BUMN kerap dipengaruhi oleh
faktor institusional dan kebijakan pemerintah, sehingga tidak selalu mencerminkan kinerja
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manajerial semata. BUMN bergerak di sektor strategis seperti konstruksi, pertambangan,
transportasi, dan telekomunikasi, terkadang menuntut penyesuaian kepemimpinan setiap kali
terjadi perubahan prioritas nasional, restrukturisasi proyek, atau penugasan baru dari
pemerintah. Akibatnya, masa jabatan direksi sering berubah-ubah setiap 1-3 tahun dan tidak
terkait langsung dengan kecenderungan melakukan manipulasi laporan keuangan.

Pengumpulan data empiris menghasilkan penyebaran data variabel masa jabatan direktur
utama memiliki data yang bervariasi, terdapat direktur utama dengan masa jabatan paling
lama, yaitu 9 tahun pada JSMR tahun 2024 dan terindikasi melakukan kecurangan. Namun,
secara keseluruhan pola data tidak mendukung adanya hubungan yang konsisten antara
lamanya masa jabatan dengan indikasi kecurangan pada pelaporan keuangan. Terlihat dari
perusahaan lain yang juga terindikasi kecurangan pada pelaporan keuangan seperti TINS dan
INAF, yang masing-masing dipimpin oleh direktur utama dengan masa jabatan sangat pendek,
hanya 1 hingga 2 tahun. Sebaliknya, beberapa perusahaan dengan masa jabatan direktur utama
yang relatif panjang, seperti TLKM, PTBA, dan ANTM, justru tidak menunjukkan adanya
indikasi kecurangan pada pelaporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik direktur
utama yang baru maupun yang telah lama memimpin tetap memiliki kemungkinan yang sama
untuk terlibat ataupun tidak terlibat dalam kecurangan pada pelaporan keuangan, sehingga
variasi masa jabatan dalam data tidak cukup kuat untuk menjelaskan perbedaan kecurangan
pada pelaporan keuangan antarperusahaan.

Sikap Arogan Terhadap Kecurangan pada pelaporan keuangan

Pengujian hipotesis membuktikan hipotesis kelima (H5) ditolak. Nilai beta koefisien sebesar
0,136 dan tingkat signifikasi 0,914 > 0,05 membuktikan bahwa kemampuan yang dicerminkan
melalui ada tidaknya rangkap jabatan direktur utama tidak memengaruhi indikasi kecurangan
pelaporan keuangan. Preicilia et al. (2022) yang menjelaskan bahwa rangkap jabatan direktur
utama tidak selalu mendorong seorang direktur utama melakukan perbuatan curang, bahkan
dengan adanya rangkap jabatan tersebut, seorang direktur utama akan berusaha
mempertahankan citra reputasi dan kredibilitasnya dan menjauhi tindakan curang. Struktur
perusahaan juga menjadi alasan mengapa tidak terdapatnya pengaruh antara rangkap jabatan
dengan kecurangan pada pelaporan keuangan.

BUMN memiliki sistem kerja yang telah teratur secara sistematis sehingga seorang direktur
utama telah memiliki alur kerja yang jelas. BUMN juga memiliki pengawasan yang berlapis
sehingga membuat rangkap jabatan tidak otomatis mendorong sikap arogan yang
memengaruhi kecurangan pada pelaporan keuangan. Melalui alur kerja yang terstruktur dan
pengawasan yang ketat, hal ini tidak selalu memberi direktur kewenangan yang lebih besar
untuk melakukan manipulasi penyusunan laporan keuangan atau bertindak dominan
sebagaimana diasumsikan pada hipotesis. Selain itu dengan adanya peran pemerintah, rangkap
jabatan justru terjadi karena adanya penunjukkan formal, bukan karena kepentingan pribadi
atau bentuk arogansi. Bentuk struktur usaha dan pola pengawasan BUMN membuat rangkap
jabatan tidak menjadi faktor penentu yang memengaruhi kecurangan pada pelaporan
keuangan.

Berdasarkan data empiris yang diperoleh, pola rangkap jabatan direktur utama tidak
konsisten dengan tahun terjadinya indikasi kecurangan pada pelaporan keuangan. Dari 15
perusahaan, terdapat 9 perusahaan yang memiliki direktur utama yang merangkap jabatan.
Pada tahun 2023 dan 2024, JSMR telah terindikasi melakukan kecurangan pada pelaporan
keuangan dan terdapat rangkap jabatan posisi direktur utama pada kedua tahun tersebut.
Namun, pola serupa tidak berulang pada perusahaan lain seperti TINS yang terindikasi
kecurangan pada pelaporan keuangan pada tahun 2022 dan 2024, meskipun direktur utama
pada kedua tahun tersebut tidak sedang merangkap jabatan. INAF terindikasi kecurangan pada
pelaporan keuangan pada tahun 2024, meskipun direktur utama pada tahun tersebut tidak

46



UNIVERSITAS Vol. 15, No. 1, Hal: 35 — 50: Mei, 2026

STIKUBANK

DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DINAMIKA AKUNTANSI KEUANGAN DAN FPERBANKAN
memiliki rangkap jabatan. Sebaliknya, beberapa perusahaan yang tidak terindikasi kecurangan
pada pelaporan keuangan seperti PIBA pada 2022 dan WIKA pada 2022 dan 2023 justru
memiliki direktur utama yang merangkap jabatan. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa
indikasi kecurangan pada pelaporan keuangan dapat muncul baik ketika direktur utama
merangkap jabatan maupun ketika tidak terdapat rangkap jabatan.
Ketidaktahuan Terhadap Kecurangan pada pelaporan keuangan

Hipotesis keenam (H6) ditolak, hasil uji menunjukkan beta koefisien senilai 0,014 dengan
signifikasi 0,298 > 0,05. Ketidaktahuan jika diukur melalui jumlah pelatihan tata kelola
perusahaan yang baik bagi dewan direksi tidak memengaruhi kecurangan pada pelaporan
keuangan, sama halnya dalam temuan penelitian Pamungkas & Irwandi (2024) dan Satata et al.
(2024) menjelaskan pelatihan tata kelola perusahaan yang baik bagi dewan direksi akan
menambah pengetahuan dewan direksi tentang tata kelola perusahaan yang baik meliputi
pelaporan keuangan. Namun, bertambahnya pengetahuan bukan berarti keputusan untuk
merealisasikan tindakan manipulasi laporan keuangan akan menurun, sebab perilaku curang
juga dipengaruhi oleh faktor moral dari dalam diri individu bukan hanya tentang pengetahuan
semata.

Struktur perusahaan BUMN yang mewajibkan adanya pelatihan tata kelola perusahaan
yang baik menjadikannya hanya sebagai formalitas bukan untuk benar-benar menambah ilmu
pengetahuan. Pelatihan cenderung bersifat administratif dan tidak mencerminkan internalisasi
nilai etika, sehingga perusahaan yang mengikuti banyak pelatihan tetap dapat melakukan
kecurangan pada pelaporan keuangan. Akibatnya, ketidaktahuan bukan faktor penentu utama
dalam kecurangan pada pelaporan keuangan dan jumlah pelatihan tata kelola perusahaan yang
baik bagi direksi tidak mampu menjelaskan variasi kecurangan pada pelaporan keuangan

Data empiris membuktikan rasio pelatihan tata kelola perusahaan yang baik bagi dewan
direksi tidak memiliki korelasi dengan kecurangan pada pelaporan keuangan, karena
perusahaan dengan indikasi melakukan kecurangan pelaporan keuangan maupun yang tidak,
memiliki jumlah pelatihan yang cenderung sama. Misalnya, perusahaan terindikasi kecurangan
pada pelaporan keuangan seperti JSMR pada 2023 dan 2024, TINS pada 2022 dan 2024, dan
INAF 2024 mengikuti cukup banyak pelatihan tata kelola perusahaan yang baik bagi pada
dewan direksinya, tetap terindikasi melakukan kecurangan pada pelaporan keuangan.
Sebaliknya, perusahaan yang tidak ada indikasi kecurangan pada pelaporan keuangan seperti
TLKM, PTBA, PTPP, PPRO, dan lainnya juga mengikuti pelatihan tata kelola perusahaan yang
baik bagi dalam jumlah yang sama dan tidak terindikasi kecurangan pada pelaporan keuangan.
Keserakahan Terhadap Kecurangan pada pelaporan keuangan

Hipotesis ketujuh (H7) ditolak dengan skor beta koefisien 0,007 serta signifikasi 0,380 > 0,05.
Selaras dengan penelitian Pamungkas & Irwandi (2024) dan Satata et al. (2024) yang
menjelaskan pemberian kompensasi belum tentu memicu keserakahan dalam diri individu
karena komponen remuneasi direksi berupa gaji pokok telah diatur secara terstruktur oleh
kementerian BUMN dan disahkan oleh RUPS.

Remunerasi dewan direksi BUMN memang bersifat terstruktur, namun sesuai Peraturan
Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU /2010 dijelaskan bahwa dewan direksi tetap berpotensi
menerima tambahan remunerasi berupa tantiem dan insentif kinerja bahkan ketika perusahaan
sedang mengalami kerugian, hal ini dikarenakan insentif berupa tantiem tersebut diukur
berdasarkan indikator kinerja direksi bukan pada laba bersih yang dilaporkan perusahaan.
Sejalan dengan temuan penelitian yang menjelaskan bahwa remunerasi dengan menggunakan
indikator laba bersih tidak memengaruhi kecurangan pada pelaporan keuangan. Sehingga,
dalam praktiknya remunerasi BUMN tidak sepenuhnya berbasis laba, tetapi berbasis
performance improvement individu yang standarnya ditetapkan oleh kementerian dan RUPS yang
kemudian tidak memicu munculnya sikap serakah yang berujung pada kecurangan pelaporan
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keuangan.

Keserakahan tidak memengaruhi kecurangan pelaporan keuangan jika diukur
menggunakan rasio jumlah remunerasi direksi terhadap laba tahun berjalan. Hasil ini
didukung oleh data empiris yang menunjukkan bahwa perusahaan yang terindikasi
kecurangan pada pelaporan keuangan maupun yang tidak, tidak memiliki pola remunerasi
yang konsisten. Misalnya, pada perusahaan yang terindikasi kecurangan pada pelaporan
keuangan seperti TINS tahun 2022 dan 2024 dan INAF tahun 2024 justru memiliki nominal
remunerasi yang relatif rendah, namun tetap terindikasi melakukan kecurangan pelaporan
keuangan. Sebaliknya, beberapa perusahaan non kecurangan pelaporan keuangan seperti
TLKM dan PTBA memiliki remunerasi direksi yang jauh lebih tinggi, tetapi tidak menunjukkan
adanya indikasi praktik kecurangan pada pelaporan keuangan. Pola ini membuktikan bahwa
jumlah remunerasi dewan direksi sebagai faktor keserakahan kurang relevan dalam
menjelaskan pengaruhnya pada kecurangan pelaporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengujian menyimpulkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen yaitu,
tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, sikap arogan, ketidaktahuan, dan
keserakahan terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada BUMN. Bukti empiris
menunjukkan bahwa hubungan kausal dalam Model Fraud Heptagon tidak selalu terkonfirmasi
ketika diterapkan pada BUMN yang memiliki karakteristik kelembagaan, regulasi, dan tata
kelola publik yang khas. Hasil penelitian secara teoretis dapat memperkaya literatur
kecurangan pelaporan keuangan dengan menyoroti pentingnya pendekatan kontekstual dalam
pengujian model kecurangan. Secara praktis, hasil penelitian menekankan bahwa strategi
deteksi dan pencegahan kecurangan pelaporan keuangan pada BUMN memerlukan evaluasi
yang lebih komprehensif, tidak hanya berbasis indikator keuangan dan mekanisme tata kelola
formal, tetapi juga mencakup faktor kelembagaan dan pengawasan yang bersifat nonformal.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian antara lain, rendahnya variasi data pada sebagian
variabel, ketergantungan BUMN pada regulasi pemerintah, serta terbatasnya kasus kecurangan
yang terdeteksi selama periode pengamatan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk
memperpanjang periode observasi, menggunakan metode deteksi kecurangan yang lebih
sensitif, serta menambahkan variabel kontekstual yang relevan, seperti adanya keterlibatan
direktur utama dalam politik, perubahan regulasi, dan juga intervensi dari pemegang saham
negara.
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